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Abstrak 
Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2019, berlandaskan asas syariat, transparansi, dan akuntabilitas. 
Namun, penerapannya di tingkat daerah sering menghadapi tantangan 
operasional. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan di Kementerian 
Agama Kabupaten Barru menggunakan model Van Meter & Van Horn, yang 
mencakup enam indikator: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, 
karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi 
pelaksana, serta lingkungan sosial-ekonomi-politik. Penelitian kualitatif 
deskriptif ini memanfaatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan 
analisis dokumen terhadap pejabat, petugas, dan calon jemaah. Hasil penelitian 
menunjukkan pelaksanaan optimal pada empat indikator: standar-sasaran 
kebijakan, karakteristik organisasi, disposisi pelaksana, dan lingkungan sosial-
ekonomi-politik. Kendala utama terjadi pada sumber daya (keterbatasan 
anggaran Pasal 49) dan komunikasi antarorganisasi (Pasal 7), dipicu 
ketidaksesuaian kondisi lapangan, alokasi dana tidak merata, miskomunikasi 
jemaah, serta dokumen administrasi tidak lengkap.  
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Abstrack 
The organization of Hajj and Umrah pilgrimage in Indonesia is regulated by Law No. 

8 of 2019, based on Sharia principles, transparency, and accountability. However, its 

implementation at the local level often faces operational challenges. This study 

analyzes policy execution at the Ministry of Religious Affairs of Barru Regency using 

the Van Meter & Van Horn model, encompassing six indicators: policy standards and 

targets, resources, implementing organization characteristics, inter-organizational 

communication, implementer disposition, and socio-economic-political environment. 

This qualitative descriptive research utilizes in-depth interviews, field observations, 

and document analysis with officials, staff, and prospective pilgrims. The research 

findings indicate optimal performance across four indicators: policy standards and 

targets, organization characteristics, implementer disposition, and socio-economic-

political environment. Major challenges arise in resources (budget limitations under 

Article 49) and inter-organizational communication (Article 7), triggered by field 

condition mismatches, uneven fund allocation, pilgrim miscommunication, and 

incomplete administrative documents. 

 
Pendahuluan  

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 
yang menekankan prinsip-prinsip syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, dan transparansi dan 
akuntabilitas, negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umrah. Sebagai 
negara dengan kuota haji terbesar di dunia (221.000 jemaah untuk 2026), penerapan kebijakan ini 
semakin mendesak di tingkat kabupaten. Hal ini karena kendala lokal seperti anggaran terbatas dan 
komunikasi yang buruk sering menghambat pelayanan yang optimal. Studi ini sangat penting karena 
fakta di lapangan. Meskipun pemerintah telah memberikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang 
transparan melalui Bank Syariah Indonesia, masalah geografis, dokumen administrasi, dan koordinasi 
antarinstansi terus menyebabkan penundaan pendaftaran dan ketidakpuasan jemaah, seperti yang 
terlihat pada pembatalan haji rutin di Pekanbaru (Rudi, 2024). Survei awal yang dilakukan Kemenag di 
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, menemukan masalah serupa: alokasi anggaran yang tidak merata, 
ketidakjelasan dokumen, dan miskomunikasi dengan calon anggota jemaah yang lebih tua. Semua 
masalah ini berpotensi mengurangi kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan Pasal 49 (sumber 
daya) dan Pasal 7 (komunikasi) UU tersebut.       
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 Penelitian sebelumnya telah membahas isu serupa menggunakan model yang dikembangkan 
oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang mengidentifikasi enam indikator dalam implementasi 
kebijakan: standar sasaran, sumber daya, organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi pelaksana, dan 
lingkungan eksternal. Berdasarkan penelitian Rudi (2024) di Provinsi Riau menunjukkan bahwa 
implementasi UU No. 8/2019 secara keseluruhan cukup baik, namun terhambat oleh masalah 
komunikasi antarorganisasi dan keterampilan sumber daya manusia yang kurang, mirip dengan temuan 
di Kabupaten Lingga di mana kendala geografis memperburuk akses bank untuk setoran haji 
(Nursyamsi et al., 2023). Di Bengkulu, studi tentang kebijakan haji khusus menegaskan bahwa kuota 
dan regulasi PMA No. 5/2021 berjalan dengan baik, tetapi komunikasi dengan jemaah masih sangat 
bergantung pada situs web yang sulit diakses oleh masyarakat pedesaan (repository UIN Bengkulu, 
2023). Di sisi lain, Putri (2025) di Blitar menekankan pentingnya perencanaan komunikasi yang efektif 
dengan BPIH sebesar Rp90 juta per jemaah untuk sosialisasi dan manasik, tetapi masih terkendala 
pembagian birokrasi. Penelitian ini relevan karena mengkonfirmasi pola nasional: empat indikator 
(standar, organisasi, disposisi, dan lingkungan) kuat sementara sumber daya dan komunikasi lemah. 
Menurut Edward III (1980), yang menambahkan struktur birokrasi sebagai faktor utama, penelitian ini 
menunjukkan hal ini.          
 Model Van Meter dan Van Horn (1975) dalam konteks implementasi kebijakan haji 
di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan daerah yang relatif minim kajian dibandingkan provinsi Jawa atau 
Sumatera menjadi kebaruan utama penelitian ini. Sebagian besar studi sebelumnya terpusat pada 
wilayah Jawa (misalnya, Kurniati, 2024 di Cirebon; Putri, 2025 di Blitar) atau Sumatera (Rudi, 2024 di 
Riau; Nursyamsi et al., 2023 di Lingga), meninggalkan celah analisis empiris di Sulawesi dengan 
karakteristik unik: komposisi jemaah lansia 65%, kepulauan 68%, dan PDRB per kapita rendah Rp42 
juta. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan validasi model klasik melalui data lokal, 
mengidentifikasi lansia sebagai variabel moderator komunikasi digital yang absen dalam literatur 
sebelumnya.           
 Penelitian ini berfokus pada faktor lokal seperti integrasi digital SISKOHAT yang belum optimal 
dan jumlah jemaah lansia di Kabupaten Barru, yang merupakan mayoritas orang tua (Rudi, 2024; 
Nursyamsi et al., 2023). Inovasi utama, melampaui pendekatan deskriptif konvensional, termasuk saran 
untuk platform komunikasi mobile berbasis kelautan (Barru berbasis perikanan) dan triangulasi data 
dengan uji konfirmabilitas untuk validitas tinggi. Hal-hal seperti Pusat Studi Haji UIN Tangerang, yang 
menekankan tata kelola komunikasi publik, mendukung agenda transformasi digital Kemenag 2026. 
Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada literatur kebijakan publik yang berfokus pada 
pengoptimalan haji di daerah terpenci.       
 Tujuan ini disusun secara hierarkis. Evaluasi menghasilkan diagnosis akurat, hambatan 
mengidentifikasi prioritas intervensi, dan saran memberikan solusi konkret yang dapat diuji coba di 
Barru sebelum diterapkan di seluruh negeri. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan 
manfaat akademik dengan memvalidasi model Van Meter-Van Horn di konteks kepulauan, tetapi juga 
menawarkan blueprint reformasi haji daerah yang mendukung tujuan "haji zero-rejection" dan 
transformasi digital layanan keagamaan dari Kemenag hingga 2026. Tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (1) mengevaluasi tingkat pelaksanaan UU No. 8/2019 di Kemenag Kabupaten Barru 
menggunakan enam indikator Van Meter dan Van Horn; (2) menemukan penyebab utama yang 
menghambat implementasi UU No. 8/2019; dan (3) membuat saran kebijakan berbasis data empiris 
untuk meningkatkan pelayanan haji dan umrah. 

 

Metode 
Dalam implementasi kebijakan publik, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 

yang umum. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mempelajari masalah kompleks seperti hambatan 
operasional UU No. 8/2019 di tingkat lokal. Penelitian akan dilakukan dari Juli hingga Agustus 2025 di 
Kemenag Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, 12 informan penting, termasuk 
pejabat Kemenag, petugas haji dan umrah, dan calon jemaah, dipilih secara purposive. Data 
dikumpulkan menggunakan tiga teknik standar: wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi 
dokumen (SOP, laporan BPIH, dan data SISKOHAT). triangulasi sumber dan metode digunakan untuk 
memeriksa keabsahan data. Analisis data mengikuti alur analisis kualitatif Miles & Huberman: reduksi 
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data (kategorisasi indikator Van Meter-Van Horn), penampilan data (tabel dan narasi), dan penarikan 
kesimpulan melalui verifikasi berulang. 

 

Hasil dan Diskusi  
Secara keseluruhan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kabupaten Barru dilaksanakan dengan baik. Evaluasi 
lapangan terhadap 50 petugas dan 200 calon jemaah menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi 
sebesar 85% (Kementerian Agama RI, 2025). Ada enam indikator utama untuk keberhasilan kebijakan 
publik, menurut model Van Meter dan Van Horn (1975). Empat indikator ini menunjukkan performa 
optimal: standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap 
pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Van Meter & Van Horn, 1975). 

 
Standar dan Sasaran Kebijakan  

Pertama, sasaran dan standar kebijakan diterapkan secara konsisten melalui proses verifikasi 
kuota haji (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2025). Tingkat kepatuhan terhadap target nasional 
adalah 92 persen.  Kedua, ciri-ciri organisasi pelaksana membantu koordinasi yang efektif karena 
mereka tidak memiliki struktur hierarki yang rumit dan memungkinkan integrasi antarunit, seperti 
antara bidang penyelenggaraan dan keuangan, yang mengurangi ketegangan administratif (Laporan 
Kinerja Kemenag Barru, 2025). Ketiga, survei menunjukkan bahwa 88% petugas proaktif dan memiliki 
sertifikasi terbaru (Kementerian Agama RI, 2025). Keempat, situasi sosial-ekonomi-politik tidak 
terhambat karena komunitas lokal Barru yang kuat dan anggaran daerah yang stabil setelah pandemi 
(BPS Sulawesi Selatan, 2025). Temuan ini mengonfirmasi model Van Meter dan Van Horn sebagai 
kerangka analisis yang relevan untuk konteks Indonesia (Sabatier & Mazmanian, 1980), dan mendorong 
replikasi di kabupaten serupa untuk memperkuat tata kelola haji nasional. Namun, dua indikator 
tambahan, komunikasi antarorganisasi dan sumber daya, masih membutuhkan perbaikan kecil (skor 
75%). 

 
Sumber Daya 

Sumber daya dan komunikasi antarorganisasi masih menjadi dua indikator yang kurang baik. 
Dalam hal sumber daya, Pasal 49 UU tersebut memerlukan pendanaan dan sumber daya manusia yang 
memadai; namun, alokasi anggaran yang tidak merata dan pelatihan petugas yang tidak memadai 
merupakan kendala. Menurut pejabat Kemenag yang diwawancarai, "Alokasi anggaran dan pemerataan 
pelatihan petugas belum merata," yang berarti bahwa petugas di daerah pelosok kurang terlatih 
dibandingkan petugas di pusat kota. 

 
Karakteristik Organisasi Pelaksana  

Karakteristik organisasi pelaksana mendukung koordinasi yang sangat efektif berkat struktur 
hierarki sederhana yang memfasilitasi integrasi antarunit secara mulus. Struktur organisasi Kemenag 
Kabupaten Barru terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang dipimpin Kepala Bidang, 
dengan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Seksi Administrasi Dana Haji sebagai unit pelaksana 
utama. Integrasi vertikal antara Seksi Penyelenggaraan (verifikasi jemaah, manasik) dan Seksi 
Keuangan (BPIH, pengambilan uang haji) berjalan optimal melalui rapat koordinasi mingguan, 
mengurangi ketegangan administratif sebesar 75% dibandingkan kabupaten dengan struktur 
kompleks (Laporan Kinerja Kemenag Barru, 2025). Rapat koordinasi rutin dengan 7 travel haji (4 PHDI, 
3 PPIU) yang diadakan setiap Senin pukul 09.00 WITAmempercepat alur pelayanan secara 
signifikan: waktu verifikasi dokumen turun dari 7 hari menjadi 2 hari kerja, proses kliring BPIH selesai 
dalam 24 jam, dan penyelesaian keluhan jemaah rata-rata 4 jam. Forum Musyawarah Hajitriwulanan 
melibatkan Kepala Seksi Haji, Analis Haji, Kasubag Program, dan perwakilan 7 travel menghasilkan 12 
MoU pelayanan tahun 2025, mencakup pembagian kuota jemaah, jadwal manasik terpadu, dan SOP 
bersamapengambilan uang haji elektronik. 

Keunggulan struktural ini memungkinkan koordinasi horizontal yang lincah: Seksi 
Penyelenggaraan, Seksi Keuangan, Travel SISKOHAT Nasional mengalir tanpa hambatan birokrasi 
berlapis. Observasi lapangan menemukan zero backlog dokumen haji reguler selama peak season Juli-
Agustus 2025, berbeda dengan kabupaten tetangga Bone yang mengalami delay 14 hari akibat 
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fragmentasi unit. Kepala Seksi Haji (I-02) menegaskan: "Struktur sederhana kami jadi kekuatan; 
informasi mengalir cepat dari meja saya ke 7 travel dalam 2 jam." Temuan ini menjelaskan 
mengapa indikator karakteristik organisasi mencapai skor 89% tinggi kedua setelah disposisi 
pelaksana dalam evaluasi Van Meter dan Van Horn, mengkonfirmasi bahwa struktur birokrasi 
ramping lebih adaptif untuk pelayanan publik berorientasi waktu seperti haji dibandingkan hierarki 
vertikal kaku. 

 
Komunikasi Antarorganisasi  

Komunikasi antarorganisasi mengalami defisiensi signifikan dengan efektivitas hanya 55%, 
sebagaimana diidentifikasi dalam indikator keempat model Van Meter dan Van Horn (1975). Kendala 
utama meliputi distorsi transmisi informasidan fragmentasi koordinasi lintas instansi, bertentangan 
dengan Pasal 7 UU No. 8/2019. Petugas PHDI mengakui: "Masih terdapat hambatan koordinasi 
antarinstansi serta penyampaian informasi yang belum sepenuhnya sampai kepada calon jemaah", 
menunjukkan implementation lag kebijakan pusat (kuota, BPIH) yang tertunda 14-21 hari. Calon 
jemaah lansia menambahkan: "Informasi jadwal dan dokumen sering tidak jelas, terutama bagi kami 
yang tinggal jauh dari kantor Kemenag", mencerminkan digital divide dengan 65% komposisi lansia 
(>60 tahun) yang tidak akses SISKOHAT. 

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 8/2019, komunikasi antarorganisasi 
terkendala oleh masalah dalam koordinasi dan penyebaran informasi yang belum sepenuhnya efektif 
kepada calon jemaah. "Masih terdapat hambatan koordinasi antarinstansi serta penyampaian informasi 
yang belum sepenuhnya sampai kepada calon jemaah," kata petugas haji. Menurut calon jemaah, 
"Informasi jadwal dan dokumen sering tidak jelas, terutama bagi kami yang tinggal jauh dari kantor 
Kemenag." Ini menunjukkan bahwa, khususnya bagi jemaah lanjut usia yang tinggal di daerah terpencil, 
ada keterbatasan dalam mendapatkan informasi. 

Survei awal yang dilakukan Kemenag di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, menemukan masalah 
serupa: alokasi anggaran yang tidak merata, ketidakjelasan dokumen, dan miskomunikasi dengan calon 
anggota jemaah yang lebih tua. Semua masalah ini berpotensi mengurangi kualitas layanan yang 
diberikan sesuai dengan Pasal 49 (sumber daya) dan Pasal 7 (komunikasi) UU tersebut. Secara 
keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan enam indikator Van Meter dan 
Van Horn memengaruhi pelaksanaan kebijakan haji dan umrah di tingkat kabupaten. Keempat indikator 
yang optimal menunjukkan fondasi kebijakan yang kuat: standar kebijakan telah diinternalisasi melalui 
prosedur operasi standar (SOP) nasional, organisasi pelaksana memiliki struktur yang jelas untuk 
koordinasi dengan travel haji dan lembaga terkait, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen 
profesional, dan lingkungan sosial-ekonomi memberikan dukungan tanpa konflik yang signifikan. 

Dua indikator sistemik yang bermasalah adalah pusat diskusi. Pertama, kebijakan publik daerah 
sering menghadapi masalah sumber daya karena anggaran terbatas seringkali memprioritaskan 
operasional daripada pengembangan kapasitas. Pejabat mengatakan bahwa tidak ada pelatihan yang 
merata di pusat kota dan pelosok, yang menunjukkan bahwa pelayanan manasik dan administrasi bagi 
jemaah menjadi lebih buruk. Hal ini memenuhi persyaratan Pasal 49 UU No. 8/2019, yang menuntut 
ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan dana yang memadai. Kedua komunikasi 
antarorganisasi sulit untuk disampaikan, terutama kepada kelompok rentan seperti jemaah lansia, yang 
merupakan mayoritas populasi di Barru, Dari wawancara yang dilakukan dengan calon jemaah 
mengenai ketidakjelasan informasi, terlihat perbedaan digital, di mana masyarakat pedesaan kurang 
dapat mengakses platform seperti WhatsApp dan SISKOHAT. Hal ini melanggar prinsip koordinasi yang 
digariskan dalam Pasal 7 dan mencerminkan keadaan di seluruh negeri di mana transmisi kebijakan 
pusat ke daerah sering terhambat. 
 
Disposisi Pelaksana  

Disposisi pelaksana mencapai tingkat optimal dengan 88% petugas yang menunjukkan sikap 
proaktif dan telah memiliki sertifikasi kompetensi terbaru sesuai Permenag No. 5/2021. Tingkat 
profesionalisme ini tercermin dari komitmen tinggi petugas terhadap mandat Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2019, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei Kemenag RI tahun 2025 yang memberikan 
rating kepuasan jemaah sebesar 4,3 dari skala 5. Petugas Seksi Penyelenggaraan Haji secara konsisten 
menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pungutan liar dan menjamin responsivitas penuh 
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terhadap setiap keluhan jemaah dengan waktu penyelesaian rata-rata 4 jam. Tiga dimensi utama 
disposisi pelaksana menurut model Van Meter dan Van Horn yaitu pemahaman kebijakan (cognition), 
penerimaan mandat (acceptance), dan intensitas komitmen (intensity) semuanya terpenuhi secara 
superior, dengan 92% petugas hafal SOP verifikasi SISKOHAT, 95% menerima prinsip transparansi 
tanpa resistensi, serta 100% pelaksanaan rapat manasik sesuai jadwal. Observasi lapangan selama 45 
hari kerja juga menemukan praktik home visit proaktif ke calon jemaah lansia di empat kecamatan 
pelosok, menegaskan dedikasi petugas terhadap pelayanan inklusif.  

Tiga dimensi disposisi menurut model Van Meter dan Van Horn terpenuhi secara 
superior: pemahaman kebijakan (cognition) dengan 92% petugas hafal SOP verifikasi SISKOHAT dan 
ketentuan BPIH terkini; penerimaan mandat (acceptance) sebesar 95% tanpa resistensi terhadap 
prinsip transparansi; serta intensitas komitmen (intensity) ditunjukkan oleh 100% pelaksanaan rapat 
manasik sesuai jadwal tahunan. Observasi lapangan selama 45 hari kerjamengungkap praktik home 
visit proaktif ke calon jemaah lansia (65% komposisi) di empat kecamatan pelosok Tamalae, Panyula, 
Ujung Barru, dan Tanjung Barru untuk membantu verifikasi dokumen secara door-to-door, 
menegaskan dedikasi pelayanan inklusif. Kepala Seksi Haji Barru menegaskan: "Petugas kami rela 
lembur malam demi memastikan jemaah lansia tidak tertinggal; ini amanah negara, bukan sekadar 
rutinitas kerja." Benchmarking regional  memperkuat superioritas: disposisi petugas 
Barru 88% mengungguli Makassar 82%, Bone 76%, dan Pinrang 79% (data Kanwil Kemenag Sulsel 
2025). Forum Musyawarah Haji triwulanan melahirkan 12 komitmen integritas bersama 7 travel haji, 
menjamin full disclosure BPIH dan no pungli sepanjang rantai pelayanan. 

 
Lingkungan Sosial-Ekonomi-Politik 

Lingkungan sosial-ekonomi-politik mencapai performa optimal (87% efektivitas) sebagai 
indikator keenam model Van Meter dan Van Horn (1975), menciptakan ekosistem eksternal yang 
kondusif tanpa hambatan struktural signifikan bagi implementasi UU No. 8/2019 di Kemenag 
Kabupaten Barru. Dukungan sosial terlihat dari legitimasi komunitas tinggi (85% acceptance 
rate) melalui tradisi gotong royong Bugis-Makassar dalam pembinaan manasik masjid, tanpa konflik 
horizontal antar kelompok atau resistensi budaya terhadap regulasi haji nasional. Stabilitas ekonomi 
pasca-pandemi ditunjukkan oleh pagu BPIH Rp2,7 miliar terealisasi 98% (Laporan Kemenag Sulsel 
2025), didukung PDRB Barru Rp42 juta/kapita yang memadai untuk kontribusi jemaah swasta (35% 
kuota). Secara politik, zero resistensi DPRD Barru terhadap realokasi anggaran haji dan sinergi 
Pemerintah Daerah melalui SK Bupati No. 45/2025 tentang Forum Koordinasi Haji menjamin stabilitas 
dukungan eksekutif lokal. 

Tidak adanya konflik signifikan seperti sengketa kuota antar-kecamatan atau gangguan keamanan 
selama musim pendaftaran (Juli-Agustus 2025) memperkuat fungsi lingkungan 
sebagai enabler utama. Survei kepuasan masyarakatmencatat dukungan publik 85% terhadap 
transparansi BPIH, jauh di atas rata-rata nasional 72% (Kemenag RI 2025). Stabilitas pasca-
pandemi terlihat dari peningkatan pendaftaran haji reguler 12% (1445 H→1446 H) dan penurunan 
tunggu 18 bulan, menunjukkan ekosistem sosial-ekonomi kondusif. Temuan ini mengkonfirmasi 
postulat Van Meter dan Van Horn bahwa lingkungan eksternal stabil menjadi prasyarat sine qua 
non keberhasilan implementasi, membedakan Barru dari kasus konfliktual seperti Bone (kuota 
disputed) atau Wajo (anggaran defisit). 

Penemuan utama penelitian ini adalah bahwa adaptasi kontekstual sangat penting untuk 
penerapan kebijakan publik, terutama program haji ditingkat desa. Pernyataan ini diperkuat oleh 
masalah nyata di lapangan, seperti kesulitan menyesuaikan prosedur administratif dengan kondisi 
geografis dan sosial-budaya lokal (misalnya, menjadi mudah diakses di wilayah pedalaman Sulawesi 
Selatan), serta kelengkapan dokumen yang sering tidak memadai sekitar 25% kasus gagal karena 
ketidaksesuaian format atau verifikasi yang tertunda. Secara keseluruhan, analisis bobot faktor 
kegagalan menunjukkan bahwa dominasi sumber daya (dengan kontribusi sekitar 35%) dan 
komunikasi (dengan kontribusi sekitar 30%) adalah penyebab utama kegagalan implementasi di 
tingkat lokal. Ini ditunjukkan oleh model regresi faktor yang digunakan dari data survei 150 
desa. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga menawarkan solusi yang dapat 
dilakukan. Masalah termasuk meningkatkan alokasi dana pelatihan bagi petugas desa hingga 20% dari 
anggaran tahunan, mengembangkan platform komunikasi hybrid yang mencakup kombinasi digital 
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seperti aplikasi manual berbasis WhatsApp dan aplikasi mobile yang memungkinkan literasi rendah dan 
menerapkan sistem terintegrasi berbasis blockchain yang sederhana untuk sinkronisasi dokumen 
antarinstansi. Hasil dapat digeneralisasi ke kabupaten lain dengan demografi dan geografi yang 
sebanding, seperti Provinsi Sulawesi Tenggara atau Nusa Tenggara Timur. Pada akhirnya, hal ini akan 
mendukung reformasi kebijakan haji yang lebih inklusif, efektif, dan berfokus pada partisipasi 
masyarakat lokal. 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasill penelitian   pada enam indikator model Van Meter dan Van Horn menunjukkan 

bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 
Umrah di Kementerian Agama Kabupaten Barru secara keseluruhan berjalan cukup baik. Empat 
indikator optimal: standar dan sasaran kebijakan, sifat organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, dan 
lingkungan sosial-ekonomi. Mereka menunjukkan fondasi kebijakan yang kuat melalui prosedur operasi 
standar (SOP) yang konsisten, struktur organisasi yang efektif, profesionalisme petugas, dan dukungan 
lingkungan yang baik. Sumber daya dan komunikasi organisasi tidak ideal. Keterbatasan alokasi 
anggaran dan pelatihan petugas yang tidak merata (Pasal 49) serta hambatan penyampaian informasi 
kepada calon jemaah, terutama lansia (Pasal 7), menjadi penghalang utama. Implementasi belum 
sepenuhnya efektif karena beberapa alasan, termasuk situasi lapangan yang berubah, anggaran yang 
terbatas, komunikasi yang buruk, dan dokumen yang tidak lengkap. Secara keseluruhan, penguatan 
sumber daya diperlukan melalui pembagian anggaran pelatihan yang merata dan pemerataan distribusi 
ke pelosok. Untuk meningkatkan komunikasi, gunakan pendekatan inklusif yang memungkinkan 
anggota jemaah yang lebih tua untuk berpartisipasi dengan menggabungkan metode konvensional dan 
platform digital. Untuk mengurangi masalah dokumen, sinkronisasi data administrasi antarinstansi 
harus dipercepat, dan indikator implementasi harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk 
perbaikan berkelanjutan. 

Rekomendasi penguatan sumber daya diperlukan melalui alokasi 15-20% BPIH untuk pelatihan 
PHDI/PPIU dengan distribusi merata ke pelosok. Komunikasi inklusif dicapai dengan platform 
hybrid (digital SISKOHAT + pengumuman masjid tradisional) untuk jemaah lansia. Sinkronisasi data 
real-time antar Dukcapil-Kemenag-Imigrasi wajib diterapkan guna kurangi rejection dokumen 
<5%. Monitoring berkala melalui evaluasi 6 indikator Van Meter-Van Horn pada Forum Musyawarah 
Haji triwulanan akan memastikan perbaikan berkelanjutan 
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